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MOTO 

 

Orang Baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung 

jawab, sementara orang jahat akan MENEMUKAN JALAN DI SEKITAR UNDANG-

UNDANG (Filsup Yunani Plato) 

 

PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya, 

Alhamdulillah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dan Peneliti persembahkan karya ini 

kepada orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung setiap 

langkah, kepada keluarga peneliti yakni istriku tercinta dan anakku tersayang yang selalu 

menjadi sumber kekuatan, kepada para pendidik yang telah membimbing dengan ketulusan, 

serta kepada Pimpinan dan rekan kerja dibiro hukum, dengan harapan semoga kita semua 

diberikan kemampuan untuk terus berkarya dan berintegritas. 

 

 

 

DOSEN PEMBIMBING TESIS 

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H. 

NIP. 198309032009121002 atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, baik selama studi 

di program Magister Hukum. Yang menanamkan nilai-nilai berpikir kritis dan semangat 

akademik yang sangat berarti bagi saya. Bimbingan dalam penyusunan tesis ini tidak hanya 

membantu secara ilmiah, tetapi juga menjadi bekal moral dan intelektual untuk kehidupan 

saya ke depan. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan 

mendapat keberkahan dari Allah SWT. Man Ana Laulakum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





vi 
 

RESTU REVIANTO, BAMBANG. 2026. PROSES LEGISLASI DAERAH  DAN 

IMPLIKASI NORMATIFNYA TERHADAP PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peraturan daerah sebagai instrumen hukum 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah 

daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan 

desentralisasi dan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satu 

produk hukum daerah yang strategis adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dibentuk sebagai tindak 

lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Peraturan ini menjadi 

dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berfungsi sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses legislasi Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap 

penguatan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur 

hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui mekanisme legislasi 

daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan materi muatan perda tersebut mengatur berbagai jenis pajak 

daerah dan retribusi daerah, tata cara pemungutan, sistem pengelolaan, pengawasan, sanksi 

administratif, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak 

dan retribusi daerah.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa proses legislasi 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai dengan 

kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki implikasi 

normatif yang signifikan terhadap penguatan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip 

desentralisasi fiskal, khususnya dalam aspek kemandirian keuangan daerah dan peningkatan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui 

peningkatan kapasitas fiskal daerah, kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi, 

serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 

Peraturan ini juga mencerminkan harmonisasi antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan 

nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang HKPD yang mengintegrasikan 

seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ke dalam satu peraturan daerah.  

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam proses legislasi daerah cenderung 

didasarkan kepentingan yang hanya disandarkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah 

saja, tanpa berdasarkan kajian yang komprehensif bagaimana perbandingan antara kondisi 

fiskal daerah yang ada serta tidak adanya analisis bagaimana dampak kebijakan pembentukan 

Peraturan Daerah tersebut terhadap kehidupan masyarakat, tingkat partisipasi publik dalam 

pembentukan Peraturan Daerah juga minim atau bahkan tidak dilakukan dan perlu perbaikan 

regulasi yang mengatur bagaimana partisipasi publik dilakukan dalam proses pembentukan 

produk hukum daerah melalui tata tertib DPRD. Dalam perspektif otonomi daerah, Peraturan 

Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Kalimantan Selatan dalam pelaksanaanya juga belum 

sepenuhnya mampu mendorong kemandirian Daerah, hal ini dibuktikan dengan kapasitas 

fiskal daerah yang masih masuk dalam kategori sedang dan bergantung pada transfer dari 

pemerintah pusat. 
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ABSTRAK 

 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan implementasi 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah sedemikian 

rupa melakukan perubahan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya 

diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan implementasi Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk 

menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna 

mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh 

pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar legitimasi dalam 

pemungutan pajak retribusi daerah sejak tahun 2024. Pembentukan Peraturan Daerah yang baik 

mengharuskan adanya  keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

asas pembentukan dan asas materi muatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dilakukan secara preskriptif 

untuk memberikan argumentasi, penilaian, atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya 

(das sollen) menurut hukum. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks proses legislasi pembentukan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 

Kalimantan Selatan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembentukan perundang-

undangan dan secara konseptual Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 

merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan asas desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk 

menciptakan kemandirian fiskal daerah, akan tetapi dalam proses Pembentukan Peraturan 

Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

cenderung disusun dengan hanya berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah saja, tanpa 

berdasarkan kajian yang komprehensif bagaimana perbandingan antara kondisi fiskal daerah 
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yang ada dengan dibandingkan analisis dampak kebijakan pembentukan Peraturan Daerah 

tersebut terhadap kehidupan masyarakat, disisi lain tingkat partisipasi publik dalam 

pembentukan Peraturan Daerah juga minim atau bahkan tidak dilakukan yang mana hal ini 

berpotensi melanggar asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-

undangan yakni asas keterbukaan dan asas keadilan. Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi 

Daerah di Kalimantan Selatan dalam pelaksanaanya juga belum sepenuhnya mampu 

mendorong kemandirian Daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, keterbatasan basis pajak daerah, serta 

rendahnya inovasi dalam kebijakan fiskal daerah. 

 

Kata Kunci: Legislasi Daerah; Peraturan Daerah; Otonomi Daerah; Implikasi Normatif; Pajak 

dan Retribusi Daerah. 
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ABSTRACT 

 

With the promulgation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations 

Between the Central Government and Regional Governments, which is the implementation of 

Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, it has made 

changes to the system and procedures of regional taxes and levies that were previously 

regulated through Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies. Law 

Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and 

Regional Governments, is the implementation of Financial Relations between the Central 

Government and Regional Governments which is carried out as an effort to create an efficient 

allocation of national resources through Financial Relations Between the Central Government 

and Regional Governments that are transparent, accountable, and fair, in order to realize the 

equitable distribution of public services and improve the welfare of the community throughout 

remote areas of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 

The South Kalimantan Provincial Government has promulgated Regional Regulation 

Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies which is the basis for 

legitimacy in the collection of regional levy taxes since 2024. The formation of good Regional 

Regulations requires harmony with higher laws and regulations, the principles of formation 

and the material basis of the content of laws and court decisions. 

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a 

conceptual approach. The primary legal materials consist of Law Number 23 of 2014 

concerning Regional Government, Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations 

Between the Central Government and Regional Governments and Law Number 12 of 2011 

concerning the Establishment of Laws and Regulations. Analysis is carried out prescriptively 

to provide arguments, assessments, or recommendations regarding what should be (das sollen) 

according to the law. 

This research shows that in the context of the legislative process for the formation of 

Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in 

South Kalimantan, it has met the formal and material requirements for the formation of 

legislation and conceptually the Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 

1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in the implementation of regional 

autonomy is a tangible manifestation of the implementation of the principle of fiscal 

decentralization which aims to to create regional fiscal independence, but in the process of the 

Formation of South Kalimantan Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional 

Taxes and Regional Levies, it tends to be prepared by focusing only on increasing local 

original revenue, without based on a comprehensive study of how to compare the existing 

regional fiscal conditions with the analysis of the impact of the policy of the establishment of 
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the Regional Regulation on people's lives,  on the other hand, the level of public participation 

in the formation of Regional Regulations is also minimal or even not carried out, which has 

the potential to violate the principles of formation and the material principles of the content of 

laws and regulations, namely the principle of openness and the principle of justice. Regional 

Regulations on Regional Taxes and Levies in South Kalimantan in their implementation have 

also not been fully able to encourage regional independence, this is due to several factors, 

including dependence on transfers from the central government, limited regional tax base, and 

low innovation in regional fiscal policies. 

 

Keywords: Regional Legislation; Regional Regulations; Regional Autonomy; normative 

implications; Regional Taxes and Levies. 
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